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BABIV 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

a. 	 8ahwa yang disebut dengan otonomi dalam suatu negara kesatuan 

adalah pelimpahan kekuasaan dari pusat ke daerah dalam rangka 

pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Otonomi lebih 

menitikberatkan pada aspirasi daripada kondisi dari daerah otonomi 

tersebut. Kewenangan tersebut tidak bisa melampaui kewenangan 

yang telah diberikan oleh pemerintah pusat atau bisa diartikan 

bahwa otonomi tersebut tidak tanpa batas namun harus 

berdasarkan atas kewenangan yang diberikan pusat kepada 

daerah untuk melaksanakan urusanwurusan di daerah. Otonomi 

daerah merupakan suatu bentuk desentralisasi pemerintahan, 

dimana otonomi ini ditujukan untuk lebih mendekatkan tujuanw 

tujuan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan 

masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang adil dan 

makmur. 

Sedangkan yang disebut dengan federalisme adalah suatu bentuk 

asosiasi politik dan organisasi yang menyatukan unit-unit politik 

yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih 

komprehensif, dan mengijinkan masing-masing unit politik tersebut 

untuk tetap memilikiataumenjaga integritas politiknya secara 
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fundamental. Federalisme merupakan sebuah mekanisme 

hubungan antara Pemerintah Pusat dengan negara-negara bagian 

dimana masing-masing negara bagian tersebut mempunyai 

otonomi yang disebut otonomi asal-usul yang telah dimiliki sebelum 

negara-negara tersebut bergabung membentuk negara federal. 

Oleh karena itu, dibutuhkan ideologi yang sangat kuat untuk 

memiliki komitrnen terhadap federalisme. Tanpa komitmen ideologi 

tentang federalisme, maka pemerintah Federal akan terpecah. 

b. 	 Menerapkan suatu sistem federalistik ke dalam suatu negara yang 

berbentuk kesatuan seperti negara Indonesia, tidak dapat dilakukan 

karena sistem yang diterapkan dalam negara kesatuan dan negara 

federal mempunyai perbedaan yang sangat fundamental. 

Perbedaan ini terdapat dalam terbentuknya negara dan dalam 

pemberian kewenangan. Negara kesatuan terbentuk dari adanya 

eita-cita dar; seluruh masyarakat dari suatu negara untuk 

membentuk satu negara yang berdaulat yaitu negara kesatuan, 

sedangkan negara federasi dibentuk dari kesepakatan beberapa 

negara yang memiliki kedaulatan sendiri-sendiri untuk bersatu 

dengan membentuk satu negara federal. Selain itu dalam 

pemerintahan negara kesatuan, kewenangan pemerintah daerah 

diperoleh dari desentralisasi kewenangan pemerintah pusat. 

Sedangkan pada pemerintahan negara federal. kewenangan 

pemerintah federal diperoleh dari unit-unit politik yang terpisah
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pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan 

bersama yang disebut pemerintah federal. 

2. Saran 

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan-permasalahan 

yang ada, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

a) Merubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 huruf (h), 

pasal4 ayat 2, pasal 7, pasal 9 dan pasal 11 dengan ketentuan yang 

sesuai dengan sistem otonomi yang dilaksanakan dalam suatu 

negara kesatuan. Selain itu juga melakukan judicial review terhadap 

ketentuan-ketentuan tersebut dengan membandingkan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. 

b) Membuat suatu ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara 

daerah yang kaya akan sumber daya dengan daerah yang miskin 

akan sumber daya, dalam rangka untuk mewujudkan pemerataan 

kesejahteraan masyarakat. Memberikan kewenangan dalam hal 

pengawasan kepada provins! terhadap pemerintah daerah 

kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan otonomi daerah. 
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